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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena atas berkat dan bimbingan-Nya kami dapat melaksanakan tugas
pelayanan dengan baik dan dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan
Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021
sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Laporan ini dimaksudkan untuk
menggambarkan kondisi pelayanan infomasi yang diterapkan oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui website
Induk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun
Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Laporan ini disusun dengan tujuan sebagai tolak ukur pencapaian
keterbukaan informasi publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur serta untuk mengetahui kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam penerapannya.

Sadar akan keterbatasan yang dimiliki, maka kami mengharapkan
kepada semua pihak, berkenan memberikan masukan, berupa saran dan
petunjuk dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasa
mendatang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama pelaksanaan
program dan kegiatan pada bulan juni sampai dengan proses pembuatan
laporan ini.

Kupang, 10 Maret 2023
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BAB 1
Gambaran Umum
Pelayanan Informasi Publik

A. Latar Belakang

Pengembangan dan Peningkatan potensi diri maupun kelompok
tidak terlepas dari kemudahan bagi setiap orang dalam mengakses suatu
informasi. Informasi pada Era ini merupakan elemen penting dalam
kehidupan karena melalui informasi orang dapat berkomunikasi bahkan
jauh daripada itu orang dapat berbuat sesuatu dengan adanya informasi.

Informasi juga merupakan salah satu cara yang dipakai oleh
pemerintah dalam menyampaikan suatu kebijakan kepada masyarakat
melalui sosialisasi yang dilakukan secara rutin. Informasi juga menjadi
tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai capaian kinerja dari
pemerinth dan dapat juga dijadikan sebagai alat pengawasan bagi
pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesui dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman yang mesti dimaknai
oleh instansi pemerintah maupun lembag-lembaga non Pemerintah
dalam menjawab tantangan dimana setiap orang diperbolehkan untuk
mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan valid baik melalui media
elektronik maupun non elektronik sesuai dengan jenis informasi yang
dibutuhkan dan sifatnya terbuka untuk publik. Dalam menjawab
keterbukaan informasi publik setiap badan publik diwajibkan
mempunyai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk
mengelola informasinya yang tersedia pada badan publik.

Dalam rangka menjawab keterbukaan informasi publik, Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Layanan
Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar
pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Organisasi Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan ini adalah:

i

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Keputusan Gubernur Nusa  Tenggara  Timur Nomor
91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 800/180/BKD.1.3/2021 tentang Tim
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 800/42.a/BKD.1.3/2022 tentang
Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 800/356/BKD.1.3/2022 tentang
Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan

informasi tentang capaian pelaksanaan pelayanan informasi dan

dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

Sedangkan tujuannya adalah pertama sebagai bahan pertanggung

jawaban pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kedua

sebagai bahan kajian serta masukan untuk peningkatan kualitas
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pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dan ketiga sebagai
sarana evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka
memberikan solusi konkrit terkait masalah dan hambatan yang dihadapi

dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi.



BAB II
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan
saat ini merupakan salah satu faktor penting dalam pembuatan kebijakan
publik. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik mendorong Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memanfaatkan berbagai kemudahan
yang telah ditawarkan melalui kemajuan teknologi informasi untuk
memberikan informasi publik yang cepat, tepat, akurat dan terpercaya
kepada masyarakat maupun ASN sebagai penerima manfaat pada bidang
kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam penerapan Keterbukaan Informasi publik Badan Kepegawaian

Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik
yang meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasi dan
pengamanan informasi, untuk mendukung dan sebagai bentuk
impelemtasi dari ketentuan perundang-undangan maka Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membentuk
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi NTT Nomor 800/180/BKD.1.3/2021 tentang Tim Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur (terlampir).

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

BKD Service Center
BKD Service Center Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu

inovasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur dalam menjawab penerapan pelayanan publik yang

profesional, akuntabel dan transapan yang menjadi tuntutan dari
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reformasi birokrasi pemerintahan. Ruang pelayanan informasi dilengkapi

dengan berbagai fasilitas pelayanan diantaranya yaitu:

Meja Penerimaan Tamu (receptionist)
Pada tempat ini merupakan awal proses pelayanan dimulai, setiap
tamu atau pemohon informasi akan diterima dengan standar
pelayanan publik duta layanan (penerima tamu) untuk diketahui
maksud dan tujuan dari tamu ataupun pemohon informasi.
Ruang Tunggu Tamu
Setiap tamu atau pemohon informasi akan diarahkan untuk
menunggu petugas layanan pada tempat ini.
Desk Informasi
Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu unsur
penunjang urusan pemerintahan pada bidang kepegawaian
memiliki 5 (lima) meja layanan yang telah dibagi perbidang dan
salah satunya yaitu Meja Sekretariat PPID Pembantu BKD Provinsi
NTT, pada meja ini telah tersedia kelengkapan penunjang
pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi bagi para
pemohon informasi yang meliputi:
1). Buku Register Tamu

e Buku Register Permohonan Informasi Publik

¢ Buku Register Permohonan Keberatan Atas Informasi Publik
2). Formulir untuk layanan informasi

e Formulir Permohonan Informasi Publik

e Formulir Tanda Terima Informasi Publik

e Formulir Keberatan Atas Informasi Publik

Penyediaan Akses Informasi
Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik pada Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemohon informasi

dapat melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Langsung mengunjungi “Desk informasi” PPID yang berada di
Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan alamat: Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang.

Dapat mengunjungi Portal PPID utama
http://ppidutama.nttprov.go.id/ yang dikelola oleh Dinas
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Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang terintegrasi dengan
dengan website BKD Provinsi NTT.

e Mengunjungi media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
NTT sebagai sarana penyebarluasan informasi pada bidang
kepegawaian.

e Untuk keperluan layanan konsultasi dapat menghubungi
Call Center BKD Provinsi NTT dengan No. HP : 082299395149.

Waktu Pelayanan Informasi
Dalam menyelenggarakan pelayan informasi publik di Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, PPID Pembantu Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi NTT menetapkan waktu pelayanan informasi selama hari

kerja efektif yaitu Senin s/d Jumat dengan jadwal sebagai berikut:

¢ Senin — Kamis : 08.00 WITA - 16.00 WITA

e Istirahat : 12.00 WITA - 13.00 WITA

e Jumat :  08.00 WITA - 16.30 WITA

e Istirahat : 12.30 WITA - 13.30 WITA
Biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi NTT Menyediakan informasi publik secara gratis atau

tidak dipungut biaya.

. Daftar Informasi Publik

Berdasarkan ketentuan pada pasal 7 Peraturan Komisi Informasi RI
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi yang
menyatakan bahwa PPID Dbertanggungjawab mengkoordinasikan
penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang
berada di Badan Publik dan PPID bertugas mengkoordinasikan
pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap
unit/satuan kerja yang meliputi:
a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
Sejalan dengan itu Badan Kepegawaian Daerah melalui PPID Pembantu
telah menentukan Daftar Informasi Publik pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dan telah ditetapkan



berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
Nomor 800/42.a/BKD.1.3/2022 tentang Daftar Informasi Publik
di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2022 (terlampir).

. Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Merujuk pada ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Informasi RI
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi yang
menyatakan bahwa Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi
Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang
dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik, merujuk Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 37/HK/KEP/2020 tentang Informasi yang Dikecualikan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor: 800/356/BKD.1.3/2022. Daftar informasi

dikecualikan (terlampir).Jumlah Pemohon Informasi

PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum
menerima permohonan informasi publik dari masyarakat maupun ASN
selama Tahun 2022.

Jumlah Pemohon Informasi

PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
belum menerima permohonan informasi publik dari masyarakat

maupun ASN selama Tahun 2022.

Capaian Layanan Informasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi
badan publik tahun 2022 kategori perangkat daerah lingkup Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur meraih predikat terbaik 2 sebagai badan publik

“informatif”



BAB III
Capaian, Kendala dan Rencana Tindaklanjut

Dalam menjalankan pelayanan informasi publik sesuai dengan
amanat perundang-undangan tidak terlepas dari kendala-kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaannya. Namun dengan kendala-kendala yang ada
ini dapat menjadi perangsang bagi PPID Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi NTT untuk lebih bersemangat dalam mencari solusi sehingga ke

depannya pelayanan publik yang diberikan lebih baik lagi.

1. Kendala
e Belum semua pemohon informasi paham alur permohonan informasi
kepada PPID.
¢ Belum semua pemohon informasi paham terhadap jenis informasi yang

dapat dibuka untuk publik dan yang dikecualikan untuk publik atau

bersifat rahasia.

2. Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID

Pembantu BKD Provinsi NTT yaitu sebagai berikut:

¢ Berkoordinasi dengan PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi NTT untuk melakukan sosialisasi secara intens untuk
memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan ASN terkait
ketersediaan PPID Pembantu sebagai sarana penyedia informasi pada
Badan Publik serta tata cara dan alur permohonan informasi publik
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ASN kepada PPID.

e Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan ASN terkait informasi
apa saja yang dapat dibuka untuk publik dan informasi apa saja yang
sifatnya tidak dapat dibuka untuk publik atau bersifat rahasia.

e Melakukan rapat evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan
pelayanan informasi publik.

¢ Memaksimalkan peran media sosial BKD Provinsi NTT sebagai sarana

penyebaran informasi publik pada BKD Provinsi NTT.
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BAB IV
Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Semoga dapat meningkatkan
kualitas pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID

Pembantu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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LAMPIRAN
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Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Raya. El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Telepon / Fax : (0380) 8430046

Pos-el: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id laman ;: www.bkd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 800/180/BKD.1.3/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

9’

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi
publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan
dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelolaan
layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan
layanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelolaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Tim Pengelola
Infformasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timrur Nomor
91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran
Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Informasi dan
Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

g kW

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 24 Maret 2021
T KEPA / BEDAL KEPEGAWAIAN DAERAH 4

Tembusan:

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
Anggota Tim masing-masing di Tempat.
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> ﬁ*\l PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
F BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

\ E e Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
N Telepon / Fax : (0380) 8460027
Email: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id Web Site: v
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 800/42.a/BKD.1.3/2022
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022
Menimbang . a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf ¢ Peraturan Komisi
Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik yang mewajibkan Badan Publik untuk
menetapkan dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang
dikelola oleh Badan Publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Daftar
Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor

4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

1



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 6402),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 800/180/BKD.1.3/2021 tentang Tim
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.



KETIGA

Tembusan:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 26 Januari 2022

f KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1
PROMINS SA TENGGARA TIMUR
SELAKUAZTASAN PPID PEMBANTU,

ol

VLS
NIP. 19710707 199703 2 008

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
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| ,f_“\ PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
=N) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Raya EIl Tari Nomor 52 Kupang 85111
Telepon / Fax : (0380) 8460027
Email; kepegawaiar @bkd.nttprov.go.id Web Site:; v

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 800/356/BKD.1.3/2022
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Menimbang . a. bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang
berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya
yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang

berkaitan dengan kepentingan publik;

b. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik dapat
melakukan  pengklasifikasian informasi publik berdasarkan
Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian
sebelum menyatakan dan menetapkan Informasi Publik tertentu

dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang
Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

1



10.

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor
5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);



Memperhatikan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O082) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021
tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 019);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022
Nomor 027);

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020
tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
122/KEP/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 800/180/BKD.1.3/2021 tentang Tim
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 yang tercantum
dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
ISENUSA TENGGARA TIMUR
N PPID PEMBANTU,
f!
(s}
N
\\
HNA S KODAT, SP., M.Si
~-PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008
Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
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